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 ABSTRAK  

 Keuangan desa merupakan hal yang strategis bagi desa maupun bagi pemerintahan di atas desa yaitu 

kabupaten pentinganya keuangan desa di tegaskan dengan adanya Undang-Undang Tentang Desa Nomor 6 Tahun 

2014. Dalam pelaksanaan dan pengelolaan Keuangan Desa harus dikelola berdasarkan azas-azas transparan, 

akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Namun terdapat kondisi berbeda di 

Desa Temuwuh dan Terong dalam hal keuangan desa di tengarai lebih banyak di rumuskan oleh pemerintah desa 

itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendapatkan fakta-fakta mengenai 

proses akuntabilitas keuangan di desa Temuwuh dan Terong. Unit analisis dalam penelitian ini adalah 

Pemerintahan Desa temuwuh dan Terong. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara mendalam 

dan dokumentasi untuk melengkapi data dalam penelitian ini. Desa Terong telah partisipatif yakni melibatkan 

ketua BPD dan unsur masyarakat didalam perumusan rencana keuangan dan pembangunan desa. Dalam 

pelaksanaan dan penatausahaan Desa Terong berpedoman pada Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan sehingga 

alur pelaksanaan sudah baik. Begitu juga didalam pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah desa terong 

telah transparan kepada masyarakat terkait realisasi keuangan desa dengan melakukan sosialisasi laporan 

keuangan kepada unsur masyarakat. Namun di Desa Temuwuh sendiri belum akuntabel. Bahwa dalam perumusan 

keuangan dan pembangunan Desa, ditenggarai hanya oleh Pemerintah Desa itu sendiri karena hasil dari 

Musrembang dan Musdes yang telah disepakati dirubah kembali namun perubahan tersebut tidak sesuai dengan 

kehendak BPD dan elemen masyarakat yang telah terlibat dalam musyawarah maka hal tersebut mengakibatkan 

kurang partisipatifnya pemerintah desa. Kemudian Pemerintah Desa Temuwuh tidak ada memberikan laporan 

Pertanggungjawaban kepada Ketua BPD. Pemerintah Desa Temuwuh selaku Pelaksana Pengelola Keuangan Desa 

sebaiknya melakukan koordinasi bersama BPD dan Unsur masyarakat dalam perumusan keuangan desa dan 

Pemerintah Desa terong sebagai pelaksana pengelola keuangan desa telah menjalan proses Akuntabilitas 

Keuangan Desa dengan cukup baik namun tetap harus ada kemajuan dan peningkatan dalam pengelolaan keuanga 

dan akuntabilitas keuangan desa yaitu dengan mencari inovasi-inovasi baru melalui studi banding. 

Kata Kunci: Akuntabilitas, Keuangan Desa, Pemerintah Desa. 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Keuangan desa merupakan hal yang 

strategis bagi desa maupun bagi pemerintahan di 

atas desa yaitu kabupaten pentinganya keuangan 

desa di tegaskan dengan adanya Undang-

Undang Tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Desa. Apa yang terjadi di desa 

sebenarnya menunjukan bagaimana pola 

keuangan di desa yang dilakukan oleh perangkat 

desa yang mana perencanaanya harus di susun 

dengan bersama masyarakat desa karena Dalam 

pelaksanaan dan pengelolaan Keuangan Desa 

harus dikelola berdasarkan azas-azas transparan, 

akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan 

tertib dan disiplin anggaran. Namun terdapat 

kondisi berbeda di Desa Temuwuh dan Terong 

dalam hal keuangan desa di tengarai lebih 

banyak di rumuskan oleh pemerintah desa itu 

sendiri, penelusuran peneliti dilihat dari hasil 

Focus Group Discussion (FGD) diperoleh 

informasi bahwa Aparat dari kedua desa 

mengaku cukup kebingungan ketika hanya 

berpedoman dengan UndangUundang saja 

Sehingga yang diketahui dari Undang-Undang 

ini hanya beberapa hal yang menjadi bahan 

untuk acuan sementara. Sejauh ini Undang-

Undang ini juga belum disosialisasikan dengan 

baik kepada masyarakat, faktanya bahwa 

beberapa masyarakat yang diwawancarai belum 

mengetahui adanya Undang-Undang tentang 

desa. Di Desa Temuwuh masyarakat belum 

mengetahui secara spesifik tentang Undang-

Undang Desa karena belum ada sosialisasi dari 

aparat desa dengan baik. Sama halnya di Desa 

Terong masyarakatnya mengaku belum pernah 

mengetahui adanya Undang-Undang Desa 

karena perangkat desa belum maksimal dalam 

melakukan sosialisasi (Suranto. dkk. 2015: 21). 

Melihat dari beberapa masalah tersebut 

tentu saja dalam hal ini masih ada indikasi atau 

potensi yang masih bisa ditemukan dalam 

proses akuntabilitas keuangan di desa. Maka 

dalam mewujudkan pemerintahan desa yang 

akuntabel melalui penelitian ini peneliti 

berupaya untuk mendapatkan informasi lebih 

dalam untuk mengetahui proses akuntabilitas 

keuangan di Desa Temuwuh dan Terong, 

Kecamatan Delingo Kabupaten Bantul. 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana sistem akuntabilitas dalam 

pengelolaan keuangan Desa di Desa 

Temuwuh dan Terong? 

C. Tujuan Penelitian 

a. Menjelaskan terkait akuntabilitas 

keuangan desa di wilayah desa 

Temuwuh dan Terong. 

b. Menjelaskan potensi keberhasilan 

maupun hambatan dalam proses 

akuntabilitas keuangan desa di wilayah 

desa Temuwuh dan Terong. 

c.  
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D. Metode Penelitian 

Berdasarkan judul yang diangkat. 

Metode Penelitian yang digunakan adalah 

Deskriptif Kualitatif dengan unit analisis 

Pemerintahan Desa Temuwuh dan Terong, 

Ketua BPD Temuwuh dan Terong, serta unsur 

masyarakat Desa Temuwuh dan Terong. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dengan cara 

Wawancara dan Dokumentasi. Teknik analisis 

data yang digunakan adalah analisis kulitatif, 

dimana data yang di peroleh diklasifikasikan, 

digambarkan dengan kata-kata atau kalimat 

menurut katagori untuk memperoleh 

kesimpulan. 

II. KERANGKA TEORI 

A. Pengelolaan Keuangan Desa 

Pengelolaan Keuangan Desa adalah 

keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan 

desa. Penyelenggaraan kewenangan Desa 

berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal 

berskala Desa didanai oleh APBDesa. 

Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala 

Desa selain didanai oleh APB Desa, juga dapat 

didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja 

negara dan anggaran pendapatan dan belanja 

daerah. Penyelenggaraan kewenangan Desa 

yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh 

anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana 

anggaran pendapatan dan belanja negara 

dialokasikan pada bagian anggaran 

kementerian/lembaga dan disalurkan melalui 

satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. 

Penyelenggaraan kewenangan Desa yang 

ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh 

anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

Seluruh pendapatan Desa diterima dan 

disalurkan melalui rekening kas Desa dan 

penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa. 

Pencairan dana dalam rekening kas Desa 

ditandatangani oleh kepala Desa dan Bendahara 

Desa. Pengelolaan keuangan Desa meliputi: 

(BPKP, Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan 

Desa, 2015) 

1. Perencanaan 

2. Pelaksanaan 

3. Penatausahaan 

4. Pelaporan 

5. Pertanggungjawaban. 

 

1. Perencanaan 

Perencanaan Pembangunan Desa 

meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang 

disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan 

Peraturan Desa. Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka 

waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana 

Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut 

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) 

untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa 

merupakan penjabaran dari Rencana 
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Pembangunan Jangka Menengah Desa. 

Perencanaan pembangunan desa disusun 

berdasarkan hasil kesepakatan dalam 

musyawarah desa yang pelaksanaannya paling 

lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan. 

2. Penganggaran  

Setelah RKP Desa ditetapkan maka 

dilanjutkan proses penyusunan APB Desa. 

Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya 

yang telah ditetapkan dalam RKP Desa 

dijadikan pedoman dalam proses 

penganggarannya. Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (APB Desa) merupakan rencana 

anggaran keuangan tahunan pemerintah desa 

yang ditetapkan untuk menyelenggarakan 

program dan kegiatan yang menjadi 

kewenangan desa. Proses Penyusunan APB 

Desa dimulai dengan urutan sebagai berikut: 

1. Pelaksana Kegiatan menyampaian 

usulan anggaran kegiatan kepada 

Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa 

yang telah ditetapkann. 

2. Sekretaris Desa menyusun rancangan 

Peraturan Desa tentang APB Desa 

(RAPB Desa) dan menyampaikan 

kepada Kepala Desa. 

3. Kepala Desa selanjutnya menyampaikan 

kepada Badan Permusyawaratan Desa 

untuk dibahas dan disepakati bersama. 

Rancangan Peraturan Desa tentang APB 

Desa disepakati bersama paling lambat 

bulan Oktober tahun berjalan antara 

Kepala Desa dan BPD. 

4. Rancangan Peraturan Desa tentang APB 

Desa yang telah disepakati bersama 

sebagaimana selanjutnya disampaikan 

oleh Kepala Desa kepada 

Bupati/Walikota melalui camat atau 

sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari 

sejak disepakati untuk dievaluasi. 

5. Bupati/Walikota menetapkan hasil 

evaluasi Rancangan APB Desa paling 

lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak 

diterimanya Rancangan Peraturan Desa 

tentang APB Desa. Dalam hal 

Bupati/Walikota tidak memberikan hasil 

evaluasi dalam batas waktu maka 

Peraturan Desa tersebut berlaku dengan 

sendirinya. Dalam hal Bupati/Walikota 

menyatakan hasil evaluasi Rancangan 

Peraturan Desa tentang APB Desa tidak 

sesuai dengan kepentingan umum dan 

peraturan perundang-undangan yang 

lebih tinggi Kepala Desa melakukan 

penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) 

hari kerja terhitung sejak diterimanya 

hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi 

tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa 

dan Kepala Desa tetap menetapkan 

Rancangan Peraturan Desa tentang APB 

Desa menjadi Peraturan Desa, 

Bupati/Walikota membatalkan Peraturan 
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Desa dengan Keputusan 

Bupati/Walikota yang sekaligus 

menyatakan berlakunya pagu APB Desa 

tahun anggaran sebelumnya. 

6. Peraturan Desa tentang APB Desa 

ditetapkan paling lambat tanggal 31 

Desember tahun anggaran berjalan.  

       3. Pelaksanaan 

Dalam pelaksanaan keuangan desa, 

terdapat beberapa prinsip umum yang harus 

ditaati yang mencakup penerimaan dan 

pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa 

seluruh penerimaan dan pengeluaran desa 

dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. 

Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa 

ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara 

Desa. Namun khusus bagi desa yang belum 

memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya 

maka pengaturannya lebih lanjut akan 

ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. 

Dengan pengaturan tersebut, maka pembayaran 

kepada pihak ketiga secara normatif dilakukan 

melalui transfer ke rekening bank pihak ketiga. 

4. Penatausahaan 

Penatausahaan Keuangan Desa adalah 

kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan 

oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib 

melakukan pencatatan terhadap seluruh 

transaksi yang ada berupa penerimaan dan 

pengeluaran. Bendahara Desa melakukan 

pencatatan secara sistematis dan kronologis atas 

transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. 

Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan 

oleh Bendahara Desa dilakukan dengan cara 

sederhana, yaitu berupa pembukuan belum 

menggunakan jurnal akuntansi. Penatausahaan 

baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas, 

Bendahara Desa menggunakan: 

a. Buku Kas Umum 

b. Buku Kas Pembantu Pajak 

c. Buku Bank  

d. Bendahara Desa melakukan 

pencatatan atas seluruh penerimaan dan 

pengeluaran dalam Buku Kas Umum untuk 

yang bersifat tunai. Sedangkan transaksi 

penerimaan dan pengeluaran yang melalui 

bank/transfer dicatat dalam Buku Bank. Buku 

Kas Pembantu Pajak digunakan oleh Bendahara 

Desa untuk mencatat penerimaan uang yang 

berasal dari pungutan pajak dan mencatat 

pengeluaran berupa penyetoran pajak ke kas 

Negara. Khusus untuk pendapatandan 

pembiayaan, terdapat buku pembantu berupa 

Buku Rincian Pendapatan dan Buku Rincian 

Pembiayaan. 

5. Pelaporan 

Dalam melaksanakan tugas, 

kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam 

pengelolaan keuangan desa, kepala desa 

memiliki kewajiban untuk menyampaikan 

laporan. Laporan tersebut bersifat periodik 

semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke 
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Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan 

ke BPD. Rincian laporan sebagai berikut: 

Laporan kepada Bupati/Walikota (melalui 

Camat):  

a. Laporan Semesteran Realiasasi 

Pelaksanaan APB Desa;  

b. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi 

Pelaksanaan APB Desa kepada 

Bupati/Walikota setiap akhir tahun 

anggaran.  

c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana 

Desa Laporan kepada Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD). 

d. Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Realisasi 

Pelaksanaan APB Desa terdiri dari 

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. 

6. Pertanggungjawaban 

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi 

Pelaksanaan APB Desa merupakan laporan 

yang disampaikan secara periodik kepada BPD 

terhadap pelaksanaan APB Desa yang telah 

disepakati di awal tahun dalam bentuk Peraturan 

Desa. 

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi 

Pelaksanaan APB Desa dilampiri:  

a. Format Laporan Pertanggungjawaban 

Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun 

Anggaran berkenaan. 

b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa 

per 31 Desember Tahun Anggaran 

berkenaan.  

c. Format Laporan Program Pemerintah 

dan Pemerintah Daerah yang Masuk ke 

Desa. 

2. Akuntabilitas  

mempertanggungjawabkan pengelolaan 

sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang 

dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara 

periodik (KK, SAP,2005). Hasil dari akuntansi 

adalah laporan keuangan. Pada dasarnya 

pembuatan laporan keuangan adalah suatu 

bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan 

syarat pendukung adanya akuntabilitas yang 

berupa keterbukaan pemerintah atas aktivitas 

pengelolaan sumber daya publik (Mardiasmo, 

2006).  

Transparansi dan akuntabilitas adalah 

dua kata kunci di dalam penyelenggaraan 

pemerintahan ataupun penyelenggaraan 

perusahaan yang bagus, dinyatakan juga bahwa 

dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk 

menyajikan danmelaporkan segala kegiatan 

terutama dalam bidang administrasi keuangan 

kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas 

dapat dilaksanakan dengan memberikan akses 

kepada semua pihak yang berkepentingan, 

bertanya atau menggugat pertanggungjawaban 

para pengambil keputusan dan pelaksana baik 
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ditingkat program, daerah dan masyarakat. 

Dalam hal ini maka semua kegiatan yang 

berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana 

Desa harus dapat diakses oleh semua unsur yang 

ber kepentingan terutama masyarakat di 

wilayahnya (Sulistiyani, 2004). 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. PERAN PEMERINTAH DALAM 

PENGELOLAAN KEUANGAN 

DESA 

Pengertian Keuangan Desa menurut 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 

Desa adalah semua hak dan kewajiban desa 

yang dapat dinilai dengan uang serta segala 

sesuatu berupa uang dan barang yang 

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan 

kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut 

menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan 

yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan 

desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan 

desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban (Petunjuk Pelaksanaan 

Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan 

Keuangan Desa Oleh: Deputi Bidang 

Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan 

Daerah, 2015:33) 

Gambaran Siklus Pengelolaan Keuangan 

Desa adalah sebagai berikut: 

 

Siklus Pengelolaan Keuangan Desa 

 

(Sumber BPKP. Juklak Bimkon  Pengelolaan 

Keuangan Desa, 2015) 

1. Perencanaan dan Penganggaran 

Perencanaan Pembangunan Desa meliputi 

RPJM Desa dan RKP Desa yang di susun secara 

berkjangka dan ditetapkan dengan peraturan 

desa itu sendiri. Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka 

waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Kerja 

Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka 

waktu 1 (satu) tahun. Dalam menyusun RPJM 

Desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa 

(Musrenbangdes) secara partisipatif. 

Untuk mengetahui perencanaan dan 

pengaggaran yang partisipatif diantara kedua 

Desa tersebut dengan mengkomparasikan dalam 

pelaksanaan perencanaan yang harus sesuai 

dengan unsur-unsur didalam perencanaan itu 

sendiri yaitu perencanaan harus dilaksanakan 

dengan adanya upaya pemerintah desa 

melakukan musyawarah, melibatkan BPD, 
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melibatkan unsur masyarakat, dilaksanakannya 

Musdes dan Musrembangdes. Dikomparasikan 

pada tabel sebagai berikut:   

Komparasi Desa Temuwuh dan 

Terong Dalam Perencanaan dan 

Penganggaran 

N

o 

Unsur-

Unsur 

Perencanaa

n 

Desa 

Terong 

Desa 

Temuwuh 

1 

 

 

Adanya 

Upaya 

melaksanaka

n Forum 

Perencanaan  

oleh 

Pemerintah 

Desa 

Ada/Dilaku

kan 

Ada/Dilaku

kan 

2 Melibatkan 

Ketua BPD 

dalam 

perumusan 

Ada Ada 

3 Melibatkan 

Unsur 

Masyarakat 

dalam 

perumusan 

Ada Ada 

4 Adanya 

Melakukan 

Musdes 

Ada Ada 

5 Adanya 

melakukan 

Musrembang

des 

Ada Ada 

 

Maka datap dilihat dari data diatas 

bahwa Desa Terong lebih partisipatif dan 

perumusan telah sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. Kemuadian Desa Terong sendiri 

memiliki inovasi yang baik didalam 

perencanaan pembangunan yaitu dengan 

dibentuknya tim untuk menyerap gagasan dari 

tingkat bawah yaitu aspirasi dirumuskan dari 

masyarakat dusun bahkan dari setiap data yang 

ada terkait perencanan seperti Pendapatan Asli 

Desa Maupun Dana Transfer Seperti Berupa 

Pagu Indikatif selalu disosialisakan kepada 

masyarakat hal ini sangat baik dalam Konteks 

Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel.  

Berbeda dengan halnya Desa Temuwuh 

didalam perumusan hanya dirumuskan oleh 

Pemerintah desa itu sendiri. Hasil di 

Musrembang dan Musdes yang telah di sepakati 

oleh Ketua BPD dan unsur masyarakat namun 

dirubah lagi oleh pemerintah desa itu sendiri, 

yang tidak sesuai dengan kehendak masyarakat 

seperti yang disepakati pada awal musrembang 

dan musdes. Kemudian Pemerintah Desa 

Temuwuh Belum maksimal dalam melakukan 

sosisalialisasi terkait keuangan desa. 

2. Pelaksanaan Keuangan Desa 

Didalam pelaksanaan keuangan desa, 

terdapat beberapa prinsip umum yang harus 

ditaati yang mencakup penerimaan dan 

pengeluaran keuangan. Prinsip itu diantaranya 

bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran 

desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.  

Untuk mengetahui pelaksanaan 

pengelolaan keuangan yang akuntabel diantara 

kedua Desa tersebut dengan mengkomparasikan 

dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan yang 

harus sesuai dengan unsur-unsur didalam 
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pelaksanaan pengelolaan keuangan itu sendiri 

yaitu pelaksanaan keuangan harus dilaksanakan 

dengan adanya pencatatan oleh bendahara 

terkait peneriamaan dan pengeluaran keuangan 

desa, adanya penerimaan dan pengeluaran harus 

melalui rekening Desa, adanya persetujuan dari 

Kepala Desa dalam pencairan keuangan desa. 

Dikomparasikan pada tabel sebagai berikut:  

Komparasi Desa Temuwuh dan Terong 

Dalam Perencanaan dan Penganggaran 

No Unsur-Unsur 

Pelaksanaan 

Pengelolaan 

Keuangan 

Desa 

Desa 

Terong 

Desa 

Temuwuh 

1 

 

 

Adanya 

pencatatan 

pengeluaran dan 

penerimaan 

keuangan oleh 

Bendahara Desa 

Ada Ada 

2 Adanya 

Penerimaan dan 

Pengeluaran 

melalui rekening 

desa 

Ada Ada 

3 Adanya 

persetujuan 

kepala desa 

dalam pencairan 

keuangan desa 

Ada Ada 

 

Maka dapat dilihat bahwa Desa 

Temuwuh dan Terong telah akuntabel dalam 

pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan 

kedua desa tersebut memilki alur pelaksanaan 

yang sama karena Bendahara kedua Desa 

Temuwuh dan Terong berpedoman kepada 

Buku Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan 

Konseling keuangan desa. 

3. Penatausahaan Keuangan Desa 

Penatausahaan Keuangan Desa adalah 

kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan 

oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib 

mencatat terhadap seluruh transaksi yang ada 

berupa penerimaan dan pengeluaran. Di Desa 

Temuwuh dan Terong memiliki alur 

penatausahaan yang sama yakni melakukan 

penulisan dengan cara yang sederhana, yaitu 

berupa menulis pembukuan dan menyimpan 

bukti-bukti pembayaran. 

Untuk mengetahui penataushaan 

keuangan yang akuntabel diantara kedua Desa 

tersebut dengan mengkomparasikan dalam 

penataushaan keuangan yang harus sesuai 

dengan unsur-unsur didalam penataushaan 

keuangan itu sendiri yaitu penataushaan 

keuangan harus dilaksanakan dengan adanya 

pencatatan oleh bendahara terkait peneriamaan 

dan pengeluaran keuangan desa. 

Dikomparasikan pada tabel sebagai berikut:   

Komparasi Desa Temuwuh dan Terong 

Dalam Penataushaan 

No Unsur-Unsur 

Penataushaan 

Keuangan Desa 

Desa 

Terong 

Desa 

Temuwuh 

1 

 

 

Adanya 

pencatatan 

pengeluaran dan 

penerimaan 

keuangan oleh 

Bendahara Desa 

Ada Ada 
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2 Adanya 

menyimpan bukti 

pembayaran 

Ada Ada 

 

Maka dari analisa wawancara dan data 

diatas memperlihatkan Desa Temuwuh dan 

Terong telah akuntabel dalam pelaksanaan 

pengelolaan keuangan desa dan kedua desa 

tersebut memilki alur pelaksanaan yang sama 

karena Bendahara kedua Desa Temuwuh dan 

Terong berpedoman kepada Buku Petunjuk 

Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling 

keuangan desa. 

B. AKUNTABILITAS PEMERINTAH 

DESA 

Keuangan Desa dikelola berdasarkan 

praktik-praktik pemerintahan yang baik. Berikut 

merupakan Asas-asas Pengelolaan Keuangan 

Desa, sebagaimana tertuang dalam Permendagri 

Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, 

akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan 

tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian 

sebagai berikut: 

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan 

yang memungkinkan masyarakat 

untuk mengetahui dan mendapat 

akses informasi seluas-luasnya 

tentang keuangan   desa. Asas yang 

membuka diri terhadap hak 

masyarakat untuk memperoleh 

informasi yang benar, jujur, dan 

tidak diskriminatif tentang 

penyelenggaraan pemerintahan desa 

dengan tetap memperhatikan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

2. Akuntabel yaitu perwujudan untuk 

mewujudkan opertanggungjawaban 

pengelolaan dan pengendalian 

sumber daya dan pelaksanaan 

kebijakan yang dipercayakan dalam 

rangka pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan. Asas akuntabel yang 

menentukan bahwa setiap kegiatan 

dan hasil akhir kegiatan 

penyelenggaraan pemerintahan desa 

harus dapat dipertanggungjawabkan 

kepada masyarakat desa sesuai 

dengan ketentuan peraturan 

perundangundangan; 

3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan 

pemerintahan desa yang 

mengikutsertakan kelembagaan desa 

dan unsur masyarakat desa; 

4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu 

pengelolaan keuangan desa harus 

mengacu pada aturan atau pedoman 

yang melandasinya. 

1. Adanya Laporan yang Diberikan Oleh 

Pemerintah Desa 

Dalam melaksanakan tugas, 

kewenangan, hak, dan kewajibannya 
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pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa 

memiliki kewajiban untuk menyampaikan 

laporan. Laporan tersebut bersifat periodik 

semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke 

Bupati melalui Camat dan juga disampaikan ke 

BPD. 

Untuk mengetahui pelaporan keuangan 

yang akuntabel dari kedua Desa tersebut dengan 

mengkomparasikan Pelaporan keuangan yang 

harus sesuai dengan unsur-unsur didalam 

pelaporan keuangan itu sendiri yaitu pelaporan 

keuangan harus dilaksanakan dengan adanya 

laporan keuangan kepada Bupati Melalui 

Camat, adanya laporan kepada Ketua BPD. 

Dikomparasikan pada tabel sebagai berikut:   

Komparasi Desa Temuwuh dan Terong 

Dalam Pelaporan 

No Unsur-Unsur 

Pelaporan 

Keuangan 

Desa 

Terong 

Desa 

Temuwuh 

1 

 

 

Adanya 

Pelaporan yang 

di berikan 

kepada Bupati 

melalui Camat 

Ada Ada 

2 Adanya 

Pelaporan yang 

di berikan 

kepada Ketua 

BPD 

Ada Tidak Ada 

 

Maka dari analisa wawancara dan data 

diatas memperlihatkan diantara Desa Temuwuh 

dan Terong bahwa dalam pelaporan keuangan 

desa Desa Terong lebih akuntabel karean telah 

memberikan laporan kepada Bupati dan K etua 

BPD namun berbeda dengan Desa Temuwuh 

tidak ada memberikan pelaporannya kepada 

Ketua BPD. 

2. Adanya Kebenaran Dalam Pelaporan 

Pemerintah Desa 

Perwujudan kewajiban suatu instansi 

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan 

keberhasilan dan kegagalan misi organisasi 

dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah 

ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban. 

Termasuk didalamnya akuntabilitas terkait 

kebenaran dalam pelaporan realisasi keuangan 

hal ini merupakan suatu keharusan yang 

dilakukan bagi setiap individu maupun instansi 

yang mempangku jabatan harus memevbrikan 

pertanggungjawaban kepada semua pihak. 

Untuk mengetahui pengelolaan 

keuangan yang akuntabel dari kedua Desa 

tersebut dengan mengkomparasikan Kebenaran 

dalam Pelporan yang harus sesuai dengan 

unsur-unsur didalam kebenaran dalam 

pelaporan itu sendiri yaitu pelaporan keuangan 

harus dilaksanakan dengan adanya penyusunan 

laporan realisasi anggaran, adanya evaluasi 

bersama dalam pelaporan. Dikomparasikan 

pada tabel sebagai berikut: 

Komparasi Desa Temuwuh dan Terong 

Kebenaran dalam Pelaporan 



xii 
 

No Unsur-Unsur 

Pelaporan 

Keuangan 

Desa 

Terong 

Desa 

Temuwuh 

1 

 

Adanya 

penyusunan 

laporan realisasi 

anggaran 

Ada Tidak ada 

2 Adanya evaluasi 

berasama unsur 

masyarakat 

didalam 

pelaporan 

Ada Tidak Ada 

 

Maka dapat dilihat diantara Desa 

Temuwuh dan Terong bahwa dalam kebenaran 

pelaporan keuangan desa, Desa Terong lebih 

akuntabel karena telah merumuskan laporan 

realisasi anggaran kemudaian Desa Terong 

telah melakukan evaluasi bersama-sama 

masyarakat apabila ada kesalahan dalam 

penyususnan dan realisasi anggaran 

memberikan laporan kepada namun berbeda 

dengan Desa Temuwuh masil belum ada 

menyusun laporan realisasi anggaran. 

3. Adanya Transparansi Laporan Oleh 

Pemerintah Desa 

Transparansi adalah memberikan 

informasi keuangan yang terbuka dan jujur 

kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan 

bahwa masyarakat memiliki hak untuk 

mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas 

pertanggungjawaban pemerintah dalam 

pengelolaan sumber daya yang dipercayakan 

kepadanya dan ketaatannya pada peraturan 

perundang- undangan (KK, SAP,2005).  

Kemudian Keuangan Desa dikelola 

berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang 

baik. Berikut merupakan Asas-asas Pengelolaan 

Keuangan Desa, sebagaimana tertuang dalam 

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu 

transparan, akuntabel, partisipatif serta 

dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. 

Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang 

memungkinkan masyarakat untuk mengetahui 

dan mendapat akses informasi seluas-luasnya 

tentang keuangan desa. Asas yang membuka 

diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh 

informasi yang benar, jujur, dan tidak 

diskriminatif tentang penyelenggaraan 

pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Untuk mengetahui transparansi 

pelaporan dari kedua Desa tersebut dengan 

mengkomparasikan transparansi pelaporan 

keuangan yang harus sesuai dengan unsur-unsur 

didalam kebenaran dalam pelaporan itu sendiri 

yaitu transparansi keuangan harus dilaksanakan 

dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat 

terkait keuangan desa. Dikomparasikan pada 

tabel sebagai berikut: 
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Komparasi Desa Temuwuh dan Terong 

transparansi pelaporan 

No Unsur-Unsur 

Pelaporan 

Keuangan 

Desa 

Terong 

Desa 

Temuwuh 

1 

 

 

Adanya 

sosialisasi 

kepada 

masyarakat  

Ada Tidak ada 

 

Maka dari analisa wawancara dan data 

diatas memperlihatkan diantara Desa Temuwuh 

dan Terong bahwa dalam transparansi 

pelaporan, Desa Terong lebih akuntabel karena 

telah melakukan sosisaliasi besama masyarakat 

terkait laporan realiasi keuangan desa. 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian 

tentang Akuntabilitas Keuangan di Desa 

Temuwuh dan Terong yang sudah dipaparkan 

sebelumnya, bahwa sistem akuntabilitas di 

Pemerintahan Desa Terong telah akuntabel 

didalam Pengelolaan keuangan Desa karena 

Desa Terong telah partisipatif yakni melibatkan 

ketua BPD dan unsur masyarakat didalam 

perumusan rencana keuangan dan pembangunan 

desa. Dalam pelaksanaan dan penatausahaan 

Desa Terong berpedoman pada Juklak Bimkon 

Pengelolaan Keuangan sehingga alur 

pelaksanaan sudah baik. Begitu juga didalam 

pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah 

desa terong telah transparan kepada masyarakat 

terkait realisasi keuangan desa dengan 

melakukan sosialisasi laporan keuangan 

keapada unsur masyarakat.   

Namun di Desa Temuwuh sendiri belum 

akuntabel. Bahwa dalam perumusan keuangan 

dan pembangunan Desa, ditenggarai hanya oleh 

Pemerintah Desa itu sendiri karena hasil dari 

Musrembang dan Musdes yang telah disepakati 

dirubah kembali namun perubahan tersebut 

tidak sesuai dengan kehendak BPD dan elemen 

masyarakat yang telah terlibat dalam 

musyawarah maka hal tersebut mengakibatkan 

kurang partisipatifnya pemerintah desa. 

Kemudian Pemerintah Desa Temuwuh tidak ada 

memberikan laporan Pertanggungjawaban 

kepada Ketua BPD. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka 

didapatkan beberapa saran/rekomendasi sebagai 

berikut: 

1. Rekomendasi Kepada Pemerintah Desa 

Teumuwuh 

Pemerintah Desa Temuwuh 

selaku Pelaksana Pengelola Keuangan 

Desa sebaiknya lebih melakukan 

koordinasi bersama BPD dan unsur 

masyarakat dalam perumusan keuangan 

desa. Kemudian Pemerintah Desa 

Temuwuh diharapkan aktif dalam 

menjaring aspirasi dan gagasan dalam 

perencanaan pembangunan dari bawah 



xiv 
 

yaitu dengan membentuk perkumpulan 

rutin dimasing-masing dusun yang ada 

di desa temuwuh bersama tokoh 

masyarakat dan BPD dusun. dalam 

pelaporan Pemerintah Desa diharapkan 

berkoordinasi dengan Ketua BPD dan 

Tokoh Masyarakat untuk bersama 

mengevaluasi hasil pelaporan keuangan 

Desa dan kemudian disosialisasikan 

kepada masyarakat agar pmerintah desa 

lebih transparan. 

2. Rekomendasi Kepada Ketua BPD dan 

Masyarakat Desa Temuwuh 

BPD dan masyarakat terlebih 

Tokoh Masyarakat adalah unsur penting 

dalam pelaksanaan akuntabilitas 

keuangan desa karena bagaimanapun 

yang akan merasakan dampak dari 

realisasi keuangan tersebut adalah 

masyarakat maka sebagai unsur dalam 

akuntabilitas keuangan desa khusunya di 

Desa Temuwuh yang seharusnya 

dilibatkan dalam perumusan dan 

Pelaporan pertanggungjawaban 

keuangan desa namun dalam 

kenyataanya seperti analisa dari 

wawancara bahwa BPD dan Tokoh 

Masyarakat tersebut tidak dilibatkan 

dalam perumusan keuangan desa. Maka 

Diharapkan BPD dan masyarakat 

terlebih Tokoh masyarakat bisa proaktif 

untuk mengawasi dan mengingatkan 

Pemerintah Desa Ketika yang dikerjakan 

tidak sesuai pada alurnya. 

3. Rekomendasi Kepada Pemerintah Desa 

Terong 

Pemerintah Desa terong sebagai 

pelaksana pengelola keuangan desa telah 

menjalan proses Akuntabilitas Keuangan 

Desa dengan cukup baik namun tetap 

harus ada kemajuan dan peningkatan 

dalam pengelolaan keuanga dan 

akuntabilitas keuangan desa yaitu 

dengan mencari inovasi-inovasi baru 

melalui studi banding ke desa-desa di 

daerah luar Kecamatan Dlingo hal ini 

diharapkan biasa menambah pengalaman 

dan wawasan khususnya staf atau 

Pamong di Desa Temuwuh itu sendiri 

dalam rangka mengoptimalkan 

Pengelolaan keuangan serta akuntabilitas 

Keuangannya. Selanjutnya dapat juga 

dengan mengadakan dengan rutin yaitu 

diklat-diklat dan pelatihan terkait 

pengelolaan keuangan dan akuntabilitas 

keuangan desa. 

4. Rekomendasi Kepada BPD dan 

Masyarakat Desa Terong 

BPD dan Masyarakat terong 

sudah cukup baik dalam berpartisipasi 

dan mendukung pemerintah desanya 

dalam pembangunan dan pengelolaan 
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keuangan desa. Namun dari semua yang 

sudah dicapai oleh pemerintah desa 

harus dipertahankan. Maka diharapkan 

BPD beserta masyarakat juga harus 

selalu mengingatkan dan mengawasi 

pemerintah agar tetap pada jalurnya 

dalam pelaksanaan pembangunan dan 

pengelolaan keuangan, beserta secara 

proaktif meminta pertanggungjawaban 

kepada pemerintah desa melalui BPD, 

seperti yang sudah dilakukan 

sebelumnya yaitu dengan melakukan 

perkukmpulan rutin untuk pemerintah 

desa bias mensosialisasi kepada 

masyarakat terkait pelaporan 

pertanggungjawaban keuangan desa. 
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